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PROVINSI SUMATERA BARAT
XEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PADANG
NOMOR 17 TAEUN 2020

.                   TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG,

Mbnimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pembentukan
Peraturan Daerah secara terencana, terpadu dan
terkoordinasi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan, perlu perencanaan penyllsllnan
Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan
Peraturan Daerah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 huruf
a dan huruf b Peraturan Daerah Perwakiian Rakyat
Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2A18 tentang
Tata Tertib DPRD Kota Padang sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan DPRD Kota Padang Nomor 1

Tahun 2AL9 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD
Kota Padang tentang Tata Tertib DPRD Kot"a Padang,
Badan Pembentukan Peraturan Daerah menyusun
Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah
berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;

bahwa untuk memenuhi maksud surat Walikota
Padang Nomor. l9}.l64lHuk-Pdg I 2O2A Tanggal 02
September 2O2O perihal Penyampaian Program
Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun
2O2L dan Rapat Koordinasi Badan Pembentukan
Peraturan Daerah dengan Pemerintah Kota Padang
tanggal 07 September 2O2O menyepakati Program
Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun
2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Padang tentang Penambahan Program
Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun
202A.

Undang-Undang Nomor I Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam
lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nornor 20);

b.

C.

d.

Mengingat : 1.



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOOl;

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OI1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembararl Negara Republik lndonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lcinbararl Negara Republik
lndonesia Nomor 5234);

Undang― Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
MtteliS Permusyawaratan Rakyat,Dewarl Pelwakilan
Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewarl
Perwakilall  Rttat  Daerah  (Lelmbararl  Negara
Republik  lndonesia Tahun  2014  Nomor  182,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5568)sebagailnana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang― Undang Nomor 02 Tahun
2018 (Lembarall Negara Republik lndonesia Tahun
2018 No=LOr 29, Tambaharl Lerrlbarall Negara
Republik lndonesia Nomor 6187);  、

Undang―undang nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lcmbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5494);

Undang― Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pcrrlerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lclnbararl Negara Republik lndonesia NorrLor 5587)
sebagallnana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang― Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik.Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lel■baran Negara Republik
lndonesia Nomor 5679);

Undarlg―Undarlg Nomor 30 Tahun 2014 tentε mg
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik  lndonesia  Tahun  2014  Nomor  292,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5601);

Peraturan Peme五 ntah Nomor 17 TahLLrL 1980 tentang
PerLlbahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
H Padang (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1980 Nolnor 25,Tambahall■ Lelnbaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3164);

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang' Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungiawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AO7 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a693\;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2AL7 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6L97);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pen5rusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197J;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Al9 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun z0lt (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2OlL Nomor 31O):

16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2OO8
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
{Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2OO8 Nomor
o 1);

17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2AL6
tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2AL6
Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 47 Tahun 2017
tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor 5 Tahun 2Al7 Tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang {Berita
Daerah Tahun ZALT Nomor 45) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor
62A Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Padang Tahun
2Ol7 Nomor 62A);

19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor O9 Tahun 2Al9
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Padang Tahun Anggaran 2A2O ( Berita Daerah
Kota Padang Tahun 2AL9 Nomor 09);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

20. Peraturan WaliKota Padang Nomor 58 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Padang (Berita Daerah Kota
Padang Tahun 2018 Nomor 58);

21. Peraturan Walikota Padang Nomor 52 Tahun 201,9
tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang
Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar
Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Tahun 2Al9 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2ALg
Nomor 52);

22. Peraturan Walikota Padang Nomor 108 Tahun 2Ol9
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2O2O
(Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 108);

23. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1

Tahun 2Al8 tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD
Kota Padang Nomor 1 Tahun 2AL9 Tentang
Perubahan Atas Peraturan DPRD Kota Padang
tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang.

MEMUTUSKAN:

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang
Tahun 2A21 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
ini;
Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021
sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah berupa
Rancangan Peratrrran Daerah yang dkan dibahas oleh
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kota Padang bersama
Pemerintah Kota Padang Tahun 2O2L;

Judul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud diktum Kedua dapat diubah sesuai dengan
dinamika pembahasannya;

Apabila dalam tahun berkenaan terdapat usulan
Rancangan Peraturan Daerah yang sangat penting dan
mendesak untuk dibahas, maka Dewan Perwakilan Ra}<yat
Daerah Kota Padang bersama Pemerintah Kota Padang
dengan kesepakatan bersama dapat membahas Rancangan
Peraturan Daerah tersebut;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan
pada tanggal

di Padang
Septer4ber 2O2A.

KETUA,



Nomor : L7 Tahun 2O2O
Tanggal : O8 September 2O2O
Tentang : Persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Padang
Tentang Program Pembentukan
Peraturan Daerah Tahun 2A21.

I. RANPERDA INISIATIF DPRD KOTA PADANG TAHUN 2A2L

NO JUDUL RANPERDA PEMRAKARSA KETERANGAN
Budaya Integritas KOMISII Laniutan

2. Kearsipan KOMISII Lanjutan

3. Kerjasama Daerah KOMISII baru

4. Penataan dan Pembinaan
Pasar Tradisonal

KOMISI II Lanjutan

5. Pembinaan Ekonomi
Kerakyatan UMKM

KOMISIII Lanjutan

6. Pembangunan Rumah
Masyarakat
Berpenghasilan Rendah
(MBR)

KOMISIIH Lanjutan

7. Pengelolaan Bus Rapid
Transportatiom {BRT}

KOMISI III Lanjutan

8. Penyelenggaraan
Pembangunan
Ketahanan Keluarea

KOMISIIV Lanjutan

9. Penyelenggaraan
Pendidikan dan
Kepramukaan

KOMISIIV Lanjutan

10 Mesjid Paripurna KOMISIIV Baru

IIo  RANPERDA USULAN PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN 2021

NO JUDUL RANPERDA PEMRAKARSA KETERANGAN
１
■ Pertanggung Jawaban APBD

Kota Padang Tahun Anggaran
2020

BPKA Rutin

2. Perubahan APBD Tahun
2A2L

BPKA Rutin

3. Rancangan APBD Tahun
2022

BPKA Rutin

4. Perubahan Keempat atas
Peraturan Daerah Kota
Padang Nomor 11 Tahun
ZALL tentang Restribusi Jasa
Umum

Dinas
Lingkungan

Hidup

Baru

5. Perubahan Keempat atas
Peraturan Daerah Kota
Padang Nomor 12 Tahun
2OLl tentang Restribusi Jasa
Usaha

Bapenda Baru

*



6. Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Padang Nomor
21 Tahun 2Ol2 tentang
Pengelolaan Sampah

Dinas
Lingkungan

Hidup

Baru

7. Perusahaan Umum Daerah
Pasar Padans

Dinas
Perdagangan

Baru

8. Penyelenggaraan Pelayanan
Tera dan Tera Ulang serta
Pensawasan Metrolosi Lesal

Dinas
Perdagangan

BarLL

9. Perlindungan Produk Lokal Bagian
Perekonomian

Baru

10. Pemberian Insentif dan
Kemudahan Penanarnan
Modal

DPMPTSP Baru

１
■

１
■ Pertlbahan atas Peraturan
Daerah Kbta Padang tentang
RPJMD Kota Padang Tahun
2019-2024

Bappeda Baru

12. Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota bPadang Nomor
1 Tahun 2Ol2 tentang
Pembinaan Anak Jalanan,
Gelendangan, Pengemis,
Pengamen dan Pedagang
Asonqan

Dinas Sosial Baru

13. Pengelolaan Teknologi
informasi dan
Teiekomunikasi

Dinas Kominfo Lanjutan

14. Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan
Berkelaniutan

Dinas
Pertanian

Lanjutan

15. Wajib Belajar Dinas
Pendidikan

Lanjutan

16. Rencana Detail Tata Ruang Dinas PU dan
PR

Lanjutan

モ


